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|. Pendahuluan

Sampah merupan suatu bahan yang tercipta karena sisa-sisa yang dihasilkan oleh manusia saat
melakukan suatu produksi disetiap harinya, baik produksi industry maupun produksi rumah tangga seperti
sisa-sisa olahan setelah memasak.[1] Saat ini sampah masih menjadi suatu permasalahan yang besar di
Indonesisa, kerena volume sampah semakin setiap harinya semakin bertambah banyak, terutama pada kota-
kota besar di Jawa. Jika dijadikan satu dengan kota-kota di daerah lain, sampah di Indonesia memiliki
ketinggian yang melebihi dari tingginya candi Borobudur.[2]

Permasalahan mengenai sampah ini dapat dikatakan sibuk karena kurang tegasnya pemerintah dalam
mengatur tentang pengelolaan sampah, pemerintah juga membuat program-program untuk mengurangi
sampah disetiap tahunnya, namum sayangnya ada saja program yang pelaksanaanya tidak berjalan sesuai
rencana atau terlahksana hanya di Sebagian daerah saja.[3]

Selain itu minimalisnya tempat yang akan digunakan utuk mengelolah sampah juga menjadi salah
satu faktor dari permasalahan yang ada. Selain itu jikalau pun pemerintah sudah membuat kebijakan
mengenai pengelolaan sampah, masih ada hambatan bagi masyarakat untuk mengelolah saampahnya
dikarenakan pemberian fasilitas pengelolaan sampah yang tidak merata.[4]

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan tugas-
tugas dari pemerintah yang lebih tepatnya tertulis dalam Pasal 6 huruf D melaksanakan pengelolaan sampah
dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah merupakan tugas dari pemerintah.
Yang dimaksud tugas pemerintah dalam undang-undang tersebut merupakan pemerintahan pada setiap daerah
atau kota masing-masing. Dimana hal tersebut akan diatur dalam peraturan bupati di setiap daerah atau
kota.[5]

Di Indonesia ada kurang lebih 416 kabupaten, dari sekian banyak kabupaten ada kurang lebih 211
kabupaten yang memiliki Peraturan Bupati(Perbup) yang membahas tentang pengelolaan sampah pada
masing-masing daerah,[6] namun yang menjadi permasalahan adalah berjalannya peraturan tersebut, dimana
fasilitas yang diberikan atau janjian oleh pemerintah sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan tidak
terlaksana dengan baik, contohnya seperti pemerian fasilitas pada masyarakat tidak merata. Sehingga masih
ada masyarakat yang tinggal di desa-desa pelosok belum bisa merasakan fasilitas yang telah dijanjikan dalam
peraturan tersebut, dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengelola sampah di desanya. Hal tersebut
juga yang memicu masyarakat untuk membuang sampahnya di sembarang tempat atau bahkan memlakukan
pembakaran sampah disembarang tempat seperti di pinggiran jalan atau di dalam selokan yang tidak dialiri
air.

Pada penelitihan sebelumnya lebih banyak yang membahas tentang tata cara pengelolaannya[7]
namun tidak didampingi dengan pembahasan mengenai prasarana dan sarana yang akan digunakan oleh
masyarakat yang seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas
untuk masyarakat agara masyarakat tidak kesulitan untuk melakukan pengelolaan sampah di lingkungan
tempat tinggalnya.

Rumusan masalah: Pemberian fasilitas untuk pengelolaan sampah yang tidak merata sehingga mengakibatkan
masyarakat yang tidak menerima fasilitas mengalami kesulitan untuk mengelolah sampah yang
dihasilkannya.



Pertanyaan penelitian: Bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan agar masyarakat dapat menikmati
fasilitas untuk pengelolaan sampah yang sama dengan masyarakat lain yang sudah menikmati fasilitas tersebut
terlebih dahulu?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 10 yang membahas ketidak setaraan..

I1. Metode

Metode penelitihan yang saya gunakan yaitu dengan mencari berita-berita mengenai permasalahan
sampah pada platform social media dan juga internet. Serta menelaah undang-undang yang membahas tentang
pengelolahan sampah dan juga mencari data banyaknya Peratutan Gubenur yang mengatur pengenai
pengelolaan sampah di daerah masing-asing dalam website JDIH BPK RI. Dengan begitu saya mendapatkan
informasi mengenai hal-hal yang akan saya bahas pada peneliihan kali ini.

I11. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.
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